
c. bahwa berdasarkan Sural Keputusan Gubemur Bank
Indonesia Nomor 11I651KEP.GBII2009 tanggal 28 Desember
2009 tenlang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Alas Nama
PT. Bank Pombangunan Daaratl Surnatera Selatan dan
Bangka Belitung;

d. bahwa untuk pelaksanaan tersebut Direktur PT. Bank
Pembengunan Daerah Sumatera Salatan dan Bangka
Belltung !elah rnen1b;Hitahukan dengan Suratnya Nomor
014101RlUI1BI2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang
Perubahan Nama Bank dan Surat Kepala Cabang Bank

. Pemballgunan Daerah Sumatera Salatan dan Bangka
Belitung Cabang Indralaya Nomor 27f1Dl141B12010tanggal14
Januori 2010 tentang Pemberitahuan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnakud
dalam huruf a,b,c dan d pellu dlatur dan dltetapkan dongan
Peraturan Bupati Ogan llir.

Menimbang; a. bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan lIir berdasarkan tugas
dan wewenangnya telah melaksanakan roda pemerintatlan
sesual dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerlng Ulu
Salatan dan Kabupaten Ogan "ir di Propinsi Sumatera
Salatan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan BelanJa Daerah ( AP8D ) perlu menetapkan dan
menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatere Selatan
dan Bangka Belitung Cabang Indralaya sebagai Pemegang
Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan llir;

BUPATI OGAN IllR,

NOMOR: 0;1. TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BEUTUNG CABANG INDRAlAYA SEBAGAI PEMEGANG KAS

DAERAH PEMERINTAH KABUPA"TENOGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILiR

BUPATI OGAN ILIR

 



9. Peraturan Pem91'intah Nomor 58 Tahun 2005 tenfang
PengaJofaan Keuangan Daerah (Lembaratl Nagar" Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan t.ernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10 Peraluran M<.m!eriDalam Negoli Republik Inctoll"',;,1 Notnur 1
T·;fHII, 1979 ,I"neto Kep'ltuHM ~'IPrli"rl [);Ian' Ne9'>"
:~t'r',lhlik InrJ""".~1.1N~m(11n:ON 9/10-131!:.....129T<lhun lS7'l
t6"ial1'l r,<)cilldukan [l.lnl< f"ombangunal'l Llael ah SlIl1'lpt"'r~
Selat"n y~ng mclal(snnotmn Fungsi Ka'JDacron,

I I. Peraturan Menter; Dalam Nagarl Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaal'l Keu31'1gsnDaerah;

8. Peraturan Pemerinlah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perhnbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
200!; NomoI' 137, Tambahan Lembaran Nagara ReplJblik
Indonesia NomOI 45'15):

7. Peraturan Pemorintah Nomor 54 Tahun :?OOS tenlan>!
Pil1jomsn Daerah (Lembaran NegarA Repul:llik Indonesi6
Tahun 2005 Nomar 136, Tambaharo t.ernbaran Negam
Republik Indonesia Nomor 4574);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Taf1un 2001 tent'1n9
RO\liblJ~1 Daerah (I.ernberan Negal's Republik innoMs';,
Tahun 2001 Nemer 119; Tambahan Lernbaran Negar.)
,~p[>lIblikNomor 4130};

5. Paraturwl Pemedntah Nomor G5 Tanun 200'1 tlilnt;mg P"i'Jk
Daerah (t.emberan Negal'S Repllblik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambanan t.emoaran Nagars Republik Ind()rIosl~
Nomor 4138);

4. Unctang..(JndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuengan antara Pemerintah Pusat dan Pemerin!>lh Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126. Tambaban Lambaran Negara Nomor 4438);

:;. Undang -Undanq Nomor Tahun 2004 tentang
Perbellc!aharaall Negara (Lambaran Negare Republik
lndonesla Tahun 2004 Nomar 5, Tambahan Lembaran Negara
Repllblik Indonesia Nomar 4355);

2. Undang..(Jndang Nemer 17 Tahun 2003 ("ntang Kauang01n
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pernbentukan Kabupatsn Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
Ilir dt i"',orinsi Sumatera Salatan (Lembaran Nega,a R"Pllbl;f;
indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negal'll 4048);

 



Dalam Peraturan ini yanf,!dimaksud donqan .

1 Kabupal.lln adalah I<abllpaten Ogan lIir:

2. Pemerintah Kabuputen adalah Pamerintah Kabupaten Ogan llir.

3. Bupa!i adalah Bupati Ogan lIir:

4. Bagion Kallongan adalab Beginn Keuanqan pada Sekretariat Dacrah
Kabupaten Ogan 1111.

" Bank l1d;JI"h PT f3(11,kPomht1r10llnun D3(1I'flli Sr.lmatela Selat<l" dan BOl'lgka
[3ol;tllI1l,).

6. Cabling Bank adatah Cabang Bank Pernbangunan Daerah Sumatera Selatan
dan Bangka Belitung d, dalam Propinsi Sumatora Solatan:

7. Cabang adalah Cabang PT. Bank Pembangunan Daorah Sumatera Selatan
dan Bengka Balltung di delam Kabupa!en Ogan lIir;

8. Kopala Cabanq adalah Kopala Cabang PT. Bank Pombangunan Daorah
Suma!era Selatan dan Bal1gka Bolitung yang diangkot olel1 Diroksl PT. Bank
Pembongunan Oaorah sumotcra Sola!"n dan Bangka BclltuI19.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN
PT. BANK PEM8ANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG CABANG INDRALAYA SE8AGAI
PEMEGANG KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN 1i!1R.

MEMUTUSKAN:

14. Poraturan Daerah Kabupatsn Ogan ltir Nomor 04 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lemllaga Teknis Daerab
f(abupaten Ogan IIII' (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ill,.
Tahun 2008 NomoI' 04 Sari 0):

12.ParatUl'an Daerah Kabupaten Ogan lIir Nomor 02 Tahun 2008
tantang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten
Ogan llir (Lambaran Daarah Kabupaten Ogan IIiI' Tahun 2008
Nomor 02 Serl D):

13.PQmtUrlln Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pembenrukan Organisasi Dines Dasrah Kabupaten
Ogsn Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Hir Tahun 2008
Nemer 03 S0ri 0):

 



(1) Bank mengurus (dalam arti menerima, menyimpan serta menyelesaikan)
uang - uang daeral1 balk y80g dldapa! dengan penukaran. pencatran sural -
sural berharga (Sulat Porln!ah Penesiran Dana. Giro, Cek dan lain
sebagainya) yang dilorbitlcan 01,,11 Aparatur Keuangan Nogara dan Bank -
bank Negara maupun yang ditefima dengen jalanlcara lain mlsatnya seioran
uang tunai. Pemindahbukuan. Wesel - wesel PoslPomerintah dan lain - lain
sebagainy a,

(2) Su",t Perintah Pene;"rnn Dana (SP2D) yang dijerbithn dan ditandatanqani
nleh Kepala Baglan K~uanganselaku i3endahnlawan Umum [)aerah (8UD)
~!a9 nama Oup.U OQ"" 1111'don atau Po)abat - pc)abal yang dltllnjuk;

(3) f'~nullju,all Pej"IMt pQjob~!dnlam ayat (2) Pa3nl Inl dilak,anakan dangan
Keputusa" Bupatl O!l~" 1IIrdan Bank m"nerim~ Petlkanfsalinannyadisertai
dengan - Speeimen • landatangan ereh pejaba! - pcjabQ! yang b<!rsangkulan

(4) Untuk Keperiuan Pombayaran yang diselenggarokan ol~h Bank. Bagian
K......ngan menerbotken pula Sural Penntah Penceiran Dana (SP2D)
berdasarkan Peratumn Menten Dalam Negeri Rcpubllk IndoneSia Namo 13

BAB III
TUGAS KEWAJIBAN,DAN TANGGUNGJAWAB BANK MENGENAI LAlU

lINTAS PEMBAY,ARAN DAN PENGURUSAN UANG DAERAH
Pasal3

(1) Monunjuk dan M~nol~pkon PT Bank Pembangunan DaGrah Sumatera
Selslsn dan Bangkll Rell!ung Caba"g Indral.ya sebagal Pemegang Kl\s
Daerah Femerintlh Kobupa!en Ogan llir;

(2) Tugas dan Tanggungjawab Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ogan IlIr
adalah Sebagai benkut:
a. menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran seluruh rekening dalam

Anggaran Pendapaton don Belanja Daorah;

b. mencatat secara lertib ko dalam buku kas (B. IX) don B. IXa) semua jenis
Pendapatnn OMr~11 baik dari Dane Perlmbangan maupun Pendapatan
Asii Oaorah atau semua yellg ditarirna komball dOI'1 IXlngeluara... -
pengeluoron yang teloh diselesaikan dengan kolak pos;

c. menyelenggarakan pongoluaran - pengeluaran Daorah berdasarkan
Sural Perintah Penceiran Dana (SP2D) yang diterbllkan oleh
BendaharaVian Umum Daorah (BUD);

d moneiiti kcbonaran Sum! Perintah PoncaIran Dana (SP2D) yang
diterbitlcan 01011Bondaharawan Umum Oaeroh (BUD)

rn~",buat fapt:l' '" h Hh1n rTlcngenai Posisi Kas kepada Bupat! Ogan Ilir CQ
Begian Keuan!,;ran dOl1gan melamplr'!(an bukti penenmaan dan
pengeluaran y,mQ loin Model B.lX;

(3) Pemegang Kas Daeroli borl"nggungjawab alas semua uang yang ada dalam
pengurusannya kopado Bupati egan llir balk mongenDI dalam hal tcrjadinya
kerugian atau kotokoran kas maupun keselamatan uang milik daerah
tersebut:

BABn

PENETAPAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasai2

 



,
("II Pemegtlng I<asDllarah tidak boleh metakukanpembayaranjllmlah jumlah

\j";!iO If1'(,.ahhint "Abetull' ia t\lAnerima Su~atPerintah Pencairan D~n~
(SP2D) berdasal'kan Porlltllrnn Meterl Dnlam Negerl Repellbllk h1doner,/a
Nomor t3 Tan"n ZOOG;

(2) Apabila tel~apat pCl'bodaonantara SUIat Pcrintah Pencairan Dana (SP2D)
dan lamplrannya atau hal - hoi yang mencurlgokon dlhol'uskon kopadA
n , r"'\ ~.. '" _ 1. t _\o ..'1 1 _ __ oo _ .. __ .. 1 1 _ .

Pasal5

(t) Bankhanyamembataslpenyojianmengenaisvarat- syarat tentang hak yang
diperolah semata - mala ad.lah mengenai kebenaran dan besarnya Jumlah
pengelu3rsn yang tertera dengan huruf dan angke Gadi tidak mencakep
kebenaran arrektasinya pada koda rekening dan tahun dines yang
sesuailtepat}. Penyesualan antare jumlah pada Sura! Penyediaan DaM
(SPD) dan surat Pcrintah Pencairan Dana (SP2D) harus sesuai denpan
Danayang paradadi PT Bank PembangunanDaerahSumateraSelatandan
'l.ungka f301it'...Ii'lUC.;'Jb~ng Indrrllaya dengan batas - batas \~GWol·I~)nQnyf.l
iandat;lng;cU1 lunas dad ya"9 bernak menerima uang, surst kuasa dan yang
ber1<el)entingal1kepada yang alben kuasa dengan akte notarislyang tel~n
difcgalisi, yang berwonanq menu: ut hukum untuk menerirna u~l1gnyad..ngo"
ndakmangabaikanidentitas (tanda pengo';.1dirt) dan penerima kuase yarog
syahmenurut hukum dan sebagainya;

(2) Pongujian perihal syarat - syarat berkenaan dangan dasar hukwn dan
tujuan{sasaran pC!ng9unaanuang serta peng.wasan terhadar:>""te!ttian
pengeluaranmenurut Sural' Perlntah Pencairan Dana (SP20) berada dilu.r
wcwonangbank,

(3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan dalarn satu tahun
anggaran hanya berl.ku sampai dengan berakhirnya lahun anggar"n yang
bersangkulan;

(4) Permintaanpembayaranatas dasar Surat Perlntah PencairanDana (SP2D)
yang lelah melewatibataswaktu terscbut herusdltolak dangan baik;

(5) Dalarn hal Sura! Perinlah Pencairan Dana (SP2D) ditolak oleh Bank
sebAg9'","". dlm~k'Llcipndn 9y~t (~) pssal 'ni, maka Ban" narus
membcritol1ukl1nkepada yang bersanqkutar,clan dlkoordlnasikan dengan
B~91,'"KeuanganSelda KaoupatenOgM lIir untuk dit<>rbitkanSural Perintah
PencairanDana (3P2Dj penggantl;

(6) SetiapSurat Perlntch PencairanDana (SP2D) yang tefah dibayar lunas oleh
bank, harus dibubuhi tanggal dan pembayaran lunas oeserta Cap S.ll~
bersangkutail;

{7l Daftar - dartar yang merupakan tomplran SurM Perint:lh Pepealran Dana
(!;P2D) ~e,li clii~P\tk~1'\clenfJal1 hetei'ler atall earn lain pada Su,at PQnnt~r.
f\pncalr(1n Dona (np~D) flu, harus rotap n'lonJacl! tar••plnln SUrat P(Jllntah
Pencairan Dana (SP2D) tersebut, Bank karena ltu, tidak boleh difopDskan
"tau ditiadakan dandihilangkan olehsiapApun:

BAB.IV
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Pasal4

Tahun 2006, yang dita~datangani oleh pejabal- pejabat yang tersebut dalam
ayat (2) dan (3) pasel ini:

 



('I) Pemerintah Kabupaten manerlrna pula setoran - setcran berupa Pajak
Daerllh. Retribusi Daerah dan Pungutan Oaerah lainnya yang syah,

(:::) PonGtirl'laJll untul, Porncrintah Kabupaten dan pengelll~l1an atas b'3/)"n
Pemerintah Ksbupaten hatlle diseienggarakan socara sentral oleh dan
paca PT. Bank Pombangunan Daorah Sumatera Selata n dan 8angk~
Belitung Cabang Indralaya, dangan rnernperqunakan Buku Kas Dasrah.

(3) Cara pembukuan jumlah - jumlah menurut Sural Pcrintah Pencairan Dana
(SP2D) dan Buku Kat'> Model B. IX d'!ln B. IXa haru" (h~elengDar"kan
sccara brute,

BABVI
PENYETORAN KE KAS DAERAH

Pasal7

(1) surat Tanda Sotoran (STS) dibllat dalam ral'lgkap 5 (lima) sopanjanq
penyetoran dilakukan langsung pede PT. Bank Pembangunan Daerah
sumatera Selatan dan 6angka Balitung Cabang Indralaya vanu ;

a. lembar pertama dan lembar kelima dal'i surat Tanda Setor (STS) setelan
dibllri tanggal dan tanda lunas oleh Pemegang Kas Dasrah dikembalikan
kepada pcnvetor:

b. iernbar ke!i~w tiildJirn ke Bagian Keuanqan sebaqai Lampiran B.IX;

c. lamb!)r ksempat untuk Dinas Psndapatan Daerah (bila perlu);

d. lembar kedua untuk arsip:

(2) Surat Tanda Setoran ·(STS) dibuat rangkap 6 (enam) sepanjang seteran
dilakukan pada Kantor Cabang lainnya, yaltu ;
a. lembar pertama dan kelirna setelah dibubuh! langgal dan tanda !aogan

(,j"h Cabal,g PAtI)"(JQng K9$ Oaerah dikembalikan kepada penyetor;

b tembai ketigu un!uk larnpiran B.!X kepada Bagia ... Keuanqa» rnelalui PT
Bank Pembon\'!unan Daerah Sllmatera SI"IIlu>n dan Bangkf.! BeIJlLJIl!1
Cab"ng lndralaya.

C. iembaJ kcompat dikitir>1ke Dinas Pendapatan Oaerah Kabunaten 00"1') lIir
(bila diperlukan) mslalul PT. Bank Pambangunan Daerah Sumater"
~;elataJ'Jdan flangka Belftung Cabang lndralaya;

d lornbar keanam kc Kantor Cab~ng untuk Pengawasan.

BABV

;:>ENYETORAN

Porint«h POTicair"ln Oan;) (SP2D), balk socara lisan rnaupun SSc"r<1 tertulis
atas kebenaren atau psrbedaan tersebut, dan tidak dibenarkan rnelakukan
pernbayaran sebetum ada penyosuatanrsotuju dibayar

 



BAB. VII
SURAT - SURAT PERTANGOUNGJAWABAN PERiHAL PENGURUSAN

UANG - UANG OAERAH
PasolS

(1) Sobekan Buku Kas As" dan !embar ketigl beserta landa - landa bukli
penefimaan den peng.IUlIrln uang yang telah memenuhl syarel - syarat
pelunasan dlsampaikan kepada Bagian Keuangan Sekratarial Daerah
Kabupaten egan IIIr dongsn dilampirbn land. - tanda bukll otentik sebagal
berikut :

a. Sural Perinlah Pencairan Dana (SP2O) lembar as"nyu telah ditunaikan
pada Bank;

b. 1 (satu) !embar dari Sural Tanda Saloran (STS) dlmaksud pada pasal 9
Pereturen Inl;

c. 1 (satu) lembar asli Surat Pemlndahbukuan sebagaimana dimaksud pada
paoal 9Poraturen inl.

(2) Sobekan Buku Kas B.IXa. dan 10mbar kedua beserta tanda - lands buktJ
penerimaan dan pengeluaran yang telah momenuhl syaret - syarat
pelunasan disampaikan pads Bank Pusat untuk dihimpun pada buku B. IX
yang harus disertai sural - sural bukll peMtimaanipengeluarln sebagai
berikUl :
a. Sural Porinlah Pencairan Dana (SP20) Iombar asIi yang leleh dinaikkan

peds Clbang Bank tersebut diatas;

b. Lembar ketiga dari .Sural Tanda Setoran (STS) dirnaksud pada pasal 8
Peraturen Ini. 2 (dua) lembar Sural Penaglhen dlmana lener. sebUlan ..
Surel Penagihan" sebagalmana dimaksud pada passl 12Peraturln ini.

(3) Seteleh dladakan pemerlksaan oIeh Baglln Keuangan Sekretarial Daerah
Kabupaten Ogan IIir meka Iembar dari Buku B. IX lanpa lampira n
clikembalbn pada Bank Pengirim. dibubuhl linda langan setuju 5e(1a landa
tangan Pejabat yang ditunjuk;

(4) Sural - sural Pertanggungjawaban perihal pengurusan uang - uang Daerah
Kabupaten egan llir oleh PT. Bank Pembangunan Oeerah Sumalere Solalan
dan Bangko Belitung Cabang Indralaya dl Indr.laya tardl" dart :
a. !embar Sural Perintah Pencairan Dana (SP20) tembar asll yang lelah

ditunaikan pads Cabang Bank;

b. !embar kotiga dari Sural Tanda Setoran (STS) dimaksud pada passl 8
Peraluran ini.

(5) Sotetah dladakan pemeriksaan dan pembukuln pada Kanlor Cabang PT.
Bank Pembangunan Oeerah Sumltera Set.tan dan Bangka Batltung. maka
lembar hUga dari Buku B. IXI tanpa lampiran dikembalikan kepada Cabang
yang borsangkutan dongan dibubuhi landa sotuju dan tanda langan Pejabal
Pemegeng Kas atau mereka yang ditunjuk oIehnyu:

(6) Sural - sural pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oloh Kopala
Cabang Meare leratur dan lepat waktunya, yaltu dalam waklu 1 (satu) harl
terhitung mulal saal lerjadlnya penutupan Buku Kas B. IX:

(7) Pongiriman sural - sural pertanggungJawaban In! harus diselenggarakan oIeh
Kepala Cabang secara leratur dan tepal wekIlInya. yailu dalam waktu 1(satu)
hari terhltung mulal sui terjadinya penutupan Buku Kas B. IX;

(8) Kepala Cablng menetapkan dan mengeluarkan Inslrllksi secara khusus agar
sure! - sural pilrtanggungJawaban yang harus dibuat oleh Cabeng Bank
sebagalmlna yang ditantukan pada p8sal 10 Peraturan ini, dlklrim setambal -  

 



(l) Apabila satu saal saldo uang daerah menunjukkan jumlah serendah -
rendahnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (LIma Ratus Julll Rupiah), moka
Pemimpin Cabang harus segera memberitahukan kepada Bupati untuk
mengusulkan dilakuknnnya ponambahan Dana Kall Daerah;

(2) DOngsn Izin Bupall atau Pejabat yang ditunjuk, Bank dapal menangguhkan
pembayaran Sural Perlnlah Pencairan Dana (SP2D) apebila saldo uang -

BABX
SALDO UANG - UANG DAERAH

Pasal11

(1) Kesalahan - kesalahan, kekeliruan dan sellslhnya yang timbul dari hasil
pemeriksaan lersebut dalam pasal 9 Peraturen Inl, melUpakan
langgungJawab Pemimpin yeng barsangkutan;

(2) Akibal - akibal dari pade pengurusan yang tidak baik, walaupun hal - hal
yang tlmbul sebagai eklbat tidak adanyalkurangnya kelanearan lalu linlas
pembayaran daerah karena kesalahan, kelalslsn, kealfaan Pemimpin Cabang
dapat monjadi alasan 8upati untuk memberikan paringatan atau dimana perlu
menunlut ganti rugl kepada Pemlmpjn cabang amu dituntut sesuai dengan
Peraturen Perundang - undal1gan yang bertaku.

BABIX
PENGGUGATANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal10

(1) Hasil pemeriksaan sural - sural pertanggungjawaban oIeh Bupati atau
Pejabal yang ditunjuk oIehnya berupe pendapal - pendapet etau petunjuk -
petunjuk, peringatan dan sebagainya dlbuat dalam Satu Nota Pendapal
Pemeriksaan yang disampaikan kepada Pemlmpin Cabang ( Pemegang Kas
Daerah Kabupaten Ogan IIlr);

(2) Nota Pendapal Pemerlksaan ini harus dijawab dan ditandatangani manUM
semestinya delam waktu 7 (tujuh) hari lertlitung deli seal dildrimnya Nola itu;

(3) Apabjla Jawaban alau Nola Pendapet tenlang Pemeriksaan Sural
Pectangguflliawaban (SPJ) tidak diberikan tepat pada waktunya atau apabila
jawaban dimaksud Inl masih belum rnemenuhi syaral - syaral yang
ditentukan maka akan dlkenakan kelentuan sebagaimana dimaksud pada
pasal 9 Peraturan ini.

BAB VIII
PEMERIKSAANSURAT - SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pasel9

(8) Kepala Cabang menelapkan dan mengeluarkan ins1ruksi secara khusus agar
sural - sural pertanggungjawaban yang harus dibual oIeh Cabang Bank
seb~aimana yang dilentukan pada pasaJ 9 Perawran inl, diklrlm selambal -
lambatnya dalam waklu 4 (ampal) harl solelah penutupan kapada Bank di
Palembang dan agar segala sesuatunya dlalur sedemikian rupa, sehingga
tidak menghambal kelancaran pengiriman sural - sural pertanggungjawaban
kepada Baglan Keuangan sebagaimana dlmaksud pada ayal (6) pasal im.

 



D~etapkan di Indralaya
pads/anggsl, \I jo"uon 2010

a BUPATIOGAN ILIA. ~

Peraturan ini berlaku pads tanggal 8 Januar; 2010 dengan ketantuan bahwa
apabila lerdapal kekeliruen eken dlperbeiki sebagaimana meslinya.

Paaal15

Dengan bertakunya Paraturan Inl. maka Peraturan Bupati Ogan IIIr Nomor 03
Tahun 2007 dinyatakan dlcabul dan tidak bertaku lagi.

Pasal14

Peraturan ini merupakan kalentuan - ketentuan bagl PT. Bank Pambangunan
Daerah Sumatera Salatan dan Bangka Belitung Cabang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagal Pemegang Kas Daerah Pemertntah Kabupaten
Ogan IIIr.

Pasal13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih
lanjul oIeh Pejabat Bupali sepanjang mangenai pelaksanaannya.

BABXI
PENUTUP
Pasal12

uang daerah menjadi kurang darl Rp. 500.000.000,00 (Lima Ralus Juts
Rupiah); ,

(3) Dalam hal - hal inl yang menyangkul kepentingan daerah. menurul
perllmbangan Supali. Bank harus melanJulkan pembayaran - pembayaran
segera selelah mendapal perintah dari Bupati;

(4) Dalam hal terjadi pembayaran dlmaksud pada ayat (3) passl Ini. maka Bank
harus tetap menJagasaldo uang - uang daerah tldak menjadi saldo kurang.

 



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN fUR

TAHUN 2010 NOMOR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal" :l.!)O(100nt10I SEKRETA IS DAERAH,

MAWARDI YAHYA

BUPATIOGAN ILlR,
dto

Dltatapkan di Indralaya
pada tanggal, 1\ ..jonoof\ 2010

Pasal HI

Peraturan Ini berlaku pada tanggal 8 Januari 2010 dengan ketentuan bahwa
apabila terclapat kekellruan akan diperbalkl sebegalmana mestlnya.

Pasal14

Dengan benakunya Peraturan Inl, maka Peraturan Supati Ogan IIIr Nomor 03
Tahun 2007 dinyatakan dlcabut dan tidak ber1aku lagl.

Pasal13

Peraturan Inl merupakan ketentuan - ketentuan bagi PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Sel~ng Cabang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai Pemegang Kas Daerah Pernerintah Kabupaten
Ogan lIif.

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan im, akan d~atapkan lebih
lanjut oIeh Pejabat Supati ~.njang manganai pelaksanaannya.

BABXI
PENUTUP
Pasal12

uang claerah menjadi kYrang dan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta
Rupiah);

(3) Dalam hal - hal ini yang menyangkut kepentingan daerah. menurut
pertimbangan Supati, Bank harus melanjutkan pembayaran - pembayoran
segera satelah mendapat perintah dari Supati;

(4) Dalam hal terjadi pembayaran dimaksud pada ayot (3) pasal Inl, maka Bank
harus tetap menjaga saldo uang - uang daerah tidak menjadi saldo kYrang.

 


